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Walaupun sgjak tahun 1992 telah diterapkan kebljakan penempatan dokter dan dokter gigi PIT tetapi
penyebaran tenaga kesehatan khususnya dokter dan dokter gigi belum menggembirakan. Sekitar 25 - 40%
Puskesmas tidak memiliki tenaga dokter, khususnya puskesmas yang berada di kawasan timur indonesia dan
daerah konflik. Penyebaran dokter dan dokter gigi belum merata khususnya di daerah di kawasan Indonesia
Bagian Timur. Rasio Idealnyal 00.000 jiwa dilayani 40 dokter, tetapi hanya 4 Propinsi yang mencapai rasio
tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kebijakan pemerintah
pusat dalam pemerataan dokter dan dokter gigi di Indonesia. Dalam penelitian ini data yang digunakan
terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan me! akukan wawancara mendalam.
Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen. Data primer digali dari berbagai inforrnan yang
berkompeten, yakni: Biro K!!pegawaian Departemen Kesehatan RJ. Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Kesehatan RI, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM K esehatan Badan PPSDM Depkes
RI, Konsil Kedokteran Indonesia, Ditjen Dikti Depdiknas, Pengurus Besar IDI dan PDGI.

Hasii penelitian menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan pemerataan dokter dan dokter gigi menjadi hal
dilematis, ditengah-tengah issue pelanggaran Hak Azasi Manusia, sementara disisi lain masyarakat
memer|ukan pelayanan k.esehatan, tanpa membedakan status ekonomi. Koordinasi antara stakeholders di
tingkat pusat masih kurang nptimal khususnya dalam penyusunan kebijakan serta monitoring implementasi
kebijakan pemerataan doktcr dan dokter gigi.

Since 1992, the temporary placement policy of general practitioner and dentist (PTT) has been applied even
though it distribution> particularly dentists and general practitioner, not satisfactory yet. Approximately 25 -
40% of local health center do not have general practitioner, especially those in eastern part of Indonesia and
regional conflict. Within it ideal ratio where 40 general practitioners served 100,000 inhabitants, only 4
provinces could fulfill it.

Thisis aqualitative approach research aim of analyzing the central government policies on equity
distribution of general practitioners and dentistsin Indonesia, In this research, data used consists of primary
obtained through in depth interview and secondary data obtained through the document assessment. Primary
data gathered from various competent informants, namely the Bureau Employee Affair of Health
Department, Bureau of Legal and Organization Affairs of Health Department, The Center of Human
Resource Planning and Utility of Health~ PPSDM Agency of Health Department, the Indonesian Medical
Council, the General Directorate of High Education Ministry, the Indonesian Association of Medical
Doctor, and the Dentist Association of Indonesia.

The results of research showed that this policies fall into a dilemmain the middle issue of human rights
violations, whilein the other side people need a health care without distinction on economic status.
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Coordination between stakeholders at the central level is not optimal yet, particularly In the policies
preparation and monitoring on the policy implementation.



